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KLASIFIKASI DAN VISUALISASI GRAPH KETERKAITAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA

PENCIPTA
1. Herny Februariyanti, S.T., M.Cs
2. Dr. Eri Zuliarso, M.Kom

A. DESKRIPSI:
Klasifikasi dan Visualisasi Graph Keterkaitan Perundang-Undangan di Indonesia dibuat untuk
membuat rancangan, implementasi dan visualisasi informasi relasi perundang-undangan
sehingga akan memudahkan memahami keterkaitan antara satu produk perundang-undangan
dengan produk yang lain
Untuk mencari keterkaitan antara satu perundangan dengan perundangan yang lain maka
dilakukan analisa terhadap dasar hukum. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.Dasar
hukum memuat:

1. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundangundangan;dan

2. Peraturan Perundang-undangan vyang memerintahkanpembentukan Peraturan

Perundang-undangan

B. HASIL PROSES

Dalam penelitian telah dilakukan proses 500 perundangan dengan bentuk paling rendah
Peraturan Pemerintah. Perundangan diambil dari http ://www.bphn.go.id/data/documents/.
Sistem yang dibuat terdiri dari 2 (dua) bagian. Bagian pertama adalah bagian untuk mengekstrak
file teks dan memasukkan bagian dasar hukum ke sistem. Sedang bagian kedua adalah bagian
untuk melakukan klasifikasi dan memvisualisasi perundangan yang telah terklasifikasi
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Gambar 1. Diagram alir proses

Contoh Source code deklarasikan di file json untuk visualisasi keterkaitan Perundang-Undangan:

{

"nodes": [

{"name" :"Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia
1945","group":1},

Tahun

{"name" :"Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005","group":1},



{ "name"

: "PERATURAN

2009","group":1},

{"name" :"Peraturan
{"name" :"Peraturan
{"name" :"Peraturan
{"name"

1,

"links": [
{"source":2,"target":
{"source":2,"target":
{"source":2,"target":
{"source":2,"target":
{"source":2,"target":
{"source":1,"target":
{"source":3,"target":
{"source":3,"target":
{"source":4,"target":
{"source":4,"target":
{"source":5,"target":
{"source":5,"target":
{"source":6,"target":
]

}

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009", "group":1},
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 ","group":2},
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 ","group":2},

:"Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ", "group":2}

"value":1},
"value":8},
"value":8},
"value":8},
"value":8},
"value":10},
"value":06},
"value":6},
"value":1},
"value":1},
"value":1},
"value":1},
"value":1}

N N N NN

~

N N N NN

O O FrPr OO O Uk Wk O
~

~

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2009
TENTANG TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU
DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR

Peraturan Pemerintah-Nomor 8 Tahun 2009
Undang-Undang

PERATURAN PEMERINTAH REPUBMIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2009
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999

Dasar Negam Republlk indonesia Tahun 1845

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006

Gambar 2. Visualisasi keterkaitan Perundang-Undangan





